BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan, bahwa:
1. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui beberapa tahap, yaitu:
a. Bipartit

Sebelum Perselisihan diajukan kepada lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, setiap perselisihan wajib diupayakan
penyelesaiannya secara bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dan
pengusaha.

b. Tripartit ( Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase )

Tripartit ialah perundingan antara pekerja dan pengusaha
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian
PHI di antara pengusaha dan pekerja/karyawan. Perundingan tripartit
bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbirase.

c. Pengadilan Hubungan Industrial

Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus
semua jenis perselisinan. Hakim yang memeriksa dan memutus
perselisihan tersebut terdiri dari atas hakim lembaga peradilan dan
hakim Ad Hoc. Pada pengadilan ini, serikat pekerja dan organisasi

pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya.



66

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor
9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr
Bahwa begitu banyak kekeliruan Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara, seharusnya dari banyak tuntutan pekerja/penggugat
itu ada yang dapat diterimah, yang pertama, pekerja/penggugat tidak
pernah mendapatkan salinan kontrak tersebut. Yang kedua, seharusnya
pekerja/penggugat diangakat menjadi pegawai tetap karena sudah
mejalankan masa percobaan dan sudah bekerja melebihi 3 tahun dan
seharusnya juga pekerja/penggugat mendapat upah selama dia
berhentikan.
B. Saran
1. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjan belum diatur secara rinci tentang pengaturan
mekanisme atau prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka
diharapkan kedepannya akan diatur lebih rinci lagi sehingga memperkecil
terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial. Selain itu, instansi yang
terkait di bidang ketenagakerjaan juga lebih memperdalam fungsi
pengawasan.
2. Terhadap Dasar Putusan Majelis Hakim tersebut yang seharusnya Majelis
Hakim jangan semata-semata mengacu kepada surat perjanjian PKWTT
melainkan juga harus mencermati dan menganalisis apakah perjanjian

tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.
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